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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
a. 	Dalam transalesi jual-beli rumah dengan fasilitas KPR, hubungan hukum antara 
konsumen dan bank dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan 
perjanjian kredit., Di mana perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum timbal 
balik antara konsumen sebagai nasabab debitor dan bank sebagai kreditor benlpa 
hale dan kewajiban masing·masing pihak yang tertuang dalam Sw·at Perjanjian 
Kredil 
Dalam prakteknya, konsep perjanjian KPR dibuat dalam bentuk perjanjian standart 
(baku) secara sepihak oleh pihak bank, sehingga menyebabkan tidak adanya 
keseimbangan kedudukan antara kedua pihak. Hal ini berarti terjadi eksploitasi 
dad pihak yang kuat (bank) kepada pihak yang lemah (kosumen). Dengan adanya 
klausula baku dalam perjanjian ini, banyak hal-hal yang merugikan konsumen di 
kemudian hari. Sebagai langkab perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 
membuat suatu perjanjisu maka dibentuklah Ulldang-Uudang Nomor 8 Tabun 
1999 ten tang Perlindungan Konsumen sebagai upaya untuk melindungi konsumen 
dari klausula yang merugikan konsumen. 
b. 	 Kel1aikan suku bunga KPR adalah merupakan salah satu bentuk klausula baku 
yang dapat merugikan konsumen, dimana klausula ini bisa terjadi terutama pada 
masa krisis ekol1omi. Untuk itu apabila konsumen merasa dirugikan karena 
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earn, yaitu eara di lmu- pengadilan dan eara melaJui pengadilan. Cam eli luar 
pengadilan yaitu dengan melaJui Badan Penyelesaian Sengketa Konslimen 
(BPSK), sedangkan eara melaJui pellgadilan adalah dengan mengajukan gugatan 
class action . Adapun upaya hukum yang lain bagi konsumen adalah melaJui 
pengoptimaJan peran selia organisasi konsumen sepelti YLKI , sebab sekarang ini 
keberadaan dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat telah 
diakui melaJui UUPK. 
1.!ruJ! 
a Dengan diundangkannya Undang-Undang No.8 Tabun 1999 tentang Perlindungrul 
Konsumen, maka pembuatrul atan pencantuman klausula perjanjian harus 
berpedoman pada undang-undang tersebut . Oleh karenanya pelaku lIaaba dalam 
membuat perj311iian dengan konsumen juga harus memperhatikan hak-hak 
konsumen. tel1Jtama mengenai klasula baku dalam perjanjan , karena keberadaan 
khmsula baku inilab yang sering merugikan konsmnen. 
b. 	Dengan diundangkannya Undang-Undang No.8 Tabun 1999, banyak masyarakat 
umum yang belum mengetabui keberadaan UU ini. Karena itu hendaknya 
pemerintah lebih gencar daJam mensosialisasikwl ulldang-undang ini agar 
masyarakat lImum dapat mengetabui apa saja yang menjadi haknya sebagai 
skonsumen apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha 
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